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Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi tembakau tertinggi di dunia. 

Diperkirakan lebih dari dua pertiga laki-laki dewasa di Indonesia mengonsumsi produk 

tembakau, menjadikannya salah satu pasar tembakau terbesar di dunia. Permasalahan 

konsumsi tembakau di Indonesia tidak hanya terkait dengan isu kesehatan masyarakat, 

melainkan juga adanya campur tangan dari industri tembakau. 

Pada tahun 2021, pangsa pasar rokok di Indonesia 

masih didominasi oleh PT HM Sampoerna atau 

Philip Morris dengan pangsa pasar 32,4 persen, 

diikuti oleh Gudang Garam (31,8%), Djarum 

(17,5%), dan Bentoel atau BAT (7,9%).i Dengan 

demikian, 40,3% pasar rokok di Indonesia dikuasai 

oleh 2 perusahaan asing besar, yakni Philip Morris 

dan BAT. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia 

adalah tempat investasi yang menarik bagi industri 

tembakau internasional.  

The Tobacco Industry Interference Index (TII Index) atau Indeks Gangguan Industri Tembakau 

merupakan alat untuk menilai sejauh mana tingkat campur tangan industri tembakau dalam 

proses pembuatan kebijakan. TII Index memberikan kerangka kerja yang membantu 

mengidentifikasi dan menganalisis berbagai cara di mana industri tembakau bisa 

mempengaruhi langkah-langkah pengendalian tembakau di tingkat nasional. Indeks ini 

mencakup tujuh area yang menggambarkan campur tangan industri tembakau. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh, semakin besar campur tangan yang terjadi dalam proses pembuatan 

kebijakan terkait tembakau. 

Skor pada TII Index tahun 2023 dihitung berdasarkan data yang diambil selama 2 tahun 

terakhir (April 2021 hingga Maret 2023). Berdasarkan data tersebut, kami menemukan 

bahwa industri tembakau di Indonesia sangat terlibat dalam pembentukan kebijakan dan 

mendapatkan berbagai bentuk dukungan dari pemerintah. Selain itu, muncul kekhawatiran 

tentang adanya interaksi yang tidak perlu di antara pejabat pemerintah tingkat tinggi dengan 

industri tembakau, dan kurangnya transparansi atas interaksi tersebut. 

Industri tembakau juga melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk 

meningkatkan citra mereka dan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Selama 

pandemi COVID-19, industri tembakau berhasil masuk ke sektor kesehatan dengan 

memberikan bantuan untuk pengobatan COVID-19 kepada pemerintah pusat seperti 

Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan rumah sakit. Hal tersebut belum pernah 

terjadi sebelumnya, terutama bagi Kementerian Kesehatan. 

Meskipun saat ini tidak ada pegawai negeri sipil aktif yang bekerja di industri tembakau, masih 

terdapat kasus di mana mantan pejabat pemerintah memegang posisi yang sangat penting 

 
i Global Data. Cigarettes in Indonesia, 2021  

Pangsa Pasar Industri Tembakau (Rokok), Indonesia 
2021 
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pada asosiasi yang berhubungan dengan industri tembakau. Sayangnya, sampai saat ini, belum 

ada kebijakan dan langkah pencegahan khusus yang dapat diterapkan untuk mengatur 

interaksi semacam itu. 

Melihat berbagai situasi tersebut, skor TII Index Indonesia pada tahun 2023 tetap tinggi, 

mencapai angka 84, yang menunjukkan bahwa campur tangan industri tembakau masih 

berada pada tingkat yang tinggi. Indonesia telah berada di level ini selama beberapa tahun, 

dan laporan ini menunjukkan tidak ada kemajuan yang signifikan dalam mengatasi masalah 

tersebut. Laporan TII Index ini mengindikasikan bahwa campur tangan industri tembakau 

menjadi salah satu penghambat upaya pengaturan yang ketat terhadap industri ini. Oleh 

karena itu, laporan TII Index menjadi referensi penting bagi pemerintah untuk 

mempertimbangkan sejauh mana mereka dipengaruhi oleh campur tangan industri tembakau 

dan untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam melindungi kesehatan masyarakat. 

Laporan ini disusun berdasarkan kuesioner yang dikembangkan oleh Southeast Asia 

Tobacco Control Alliance (SEATCA). Terdapat 20 pertanyaan dalam kuesioner ini yang 

diadopsi dari pedoman Pasal 5.3 Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau dari 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Seluruh informasi yang digunakan dalam laporan ini 

bersumber dari informasi publik yang dapat diakses oleh umum. Sistem penilaian digunakan 

untuk menilai tingkat campur tangan industri tembakau dalam berbagai aspek. Skor dalam 

penilaian berkisar antara 1 hingga 5, dengan angka 5 menunjukkan tingkat campur tangan 

yang paling tinggi, sementara angka 1 mengindikasikan campur tangan yang rendah atau tidak 

ada campur tangan sama sekali. Oleh karena itu, semakin rendah skor yang diperoleh, maka 

semakin baik situasi yang ada dalam negara tersebut dalam hal pengendalian campur tangan 

industri tembakau. 
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Ringkasan Temuan 
 

1   Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan  

     (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 1-4) 
 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan rencana pengembangan peta jalan 
industri tembakau berdasarkan proposal dari INDEF pada tahun 2019. Beberapa kementerian 

dan lembaga legislatif di Indonesia mendukung proposal tersebut. Rancangan yang disebut sebagai 

Peta Jalan Pengelolaan ‘Produk Hasil Tembakau’ direncanakan akan dikeluarkan dalam bentuk 

Peraturan Presiden. Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan peta jalan tersebut pada awal 

2024 atau sebelum diterbitkannya Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 
tahun 2025. Di sisi lain, rencana Kementerian Kesehatan untuk merevisi Peraturan Pemerintah 

No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau bagi Kesehatan mengalami tantangan dari berbagai pihak, termasuk dari dalam 

pemerintah sendiri. 

Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 

dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 

mendukung pengembangan regulasi khusus untuk 

produk tembakau baru. Pada Juni 2021, Menteri 
Investasi mengirim surat kepada PT HM Sampoerna 

yang mengekspresikan dukungan untuk investasi 

dalam membangun pabrik Produk Tembakau Padat 

yang Dipanaskan (PTD) di Indonesia serta 

mendukung implementasi Standar Nasional 
Indonesia (SNI) untuk PTD, mendukung produk 

PTD dijual tanpa peringatan kesehatan bergambar 

dan dikenakan tarif cukai yang lebih rendah.  

Pertemuan antara pejabat pemerintah dan industri tembakau dalam proses pembuatan kebijakan 
dianggap normal dan legal. Beberapa kantor bea dan cukai diketahui bekerja sama dengan industri 

tembakau seperti PT HM Sampoerna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program 

Customs Visit Customer (CVC). 

2   Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Industri 
     (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 5) 

 Terdapat keterlibatan masif industri tembakau 

dalam kegiatan yang tidak berkaitan dengan 

pertembakauan seperti penanganan COVID-19, 
program vaksinasi, kegiatan pelatihan untuk 

orang dengan disabilitas, kegiatan lingkungan, dan 

acara amal lainnya. Keterlibatan industri 

tembakau dalam kegiatan ini berfungsi sebagai 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan 

bertujuan untuk meningkatkan citra mereka di 

mata publik serta memperkuat hubungan mereka 

dengan pemerintah dan masyarakat setempat. 

Industri tembakau juga memberikan bantuan 
kepada lembaga pemerintah selama pandemi 

COVID-19. Sumbangan tersebut umumnya berupa peralatan medis, seperti konsentrator 

oksigen atau alat tes antigen cepat, dan acara penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh pejabat 

pemerintah atau perwakilannya. Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain KT&G dari Korea, 

PT Djarum, dan PT HM Sampoerna. 

Perwakilan Kementerian Kesehatan menerima bantuan 
dana penanggulangan COVID-19 dari Korean Tobacco & 

Ginseng di Jakarta, 15 Oktober 2021. 

Sumber foto: KT&G 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Presiden Direktur PT HM Sampoerna, Mindaugas 
Trumpaitis melakukan 'wefie' dengan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri 

Investasi beserta sejumlah pejabat pemerintah saat 
peresmian realisasi investasi pabrik IQOS di 

Karawang, 30 November 2021. 

Sumber foto: beritajatim.com 
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3   Manfaat bagi Industri 
     (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 6-7) 

 Industri tembakau menerima berbagai bentuk dukungan dan manfaat dari pemerintah Indonesia. 

Pemerintah memutuskan untuk memberikan stimulus non-fiskal berupa penundaan pembayaran 

cukai selama maksimal 90 hari kepada industri tembakau pada tahun 2021 dan 2022, manfaat 
tersebut disebut sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan industri. Revisi Peraturan 

Pemerintah No. 109/2012 yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat tertunda 

karena tekanan kuat dari industri tembakau terhadap pemerintah. Terdapat perwakilan dari 

industri tembakau yang diundang untuk memberikan masukan terkait peraturan daerah tentang 
kawasan tanpa rokok, dan penolakan terhadap kenaikan cukai produk tembakau datang dari 

berbagai lembaga negara, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, regulasi yang pro industri tembakau saat ini sedang diinisiasi 

di tingkat provinsi, dan terjadi penolakan terhadap peraturan daerah yang berencana melarang 

iklan dan promosi rokok di beberapa kota. 
 

4   Interaksi yang Tidak Perlu 
     (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 8-10) 

 Terdapat beberapa kejadian interaksi yang tidak 

perlu antara pejabat pemerintah dengan 
industri tembakau. Sebagai contoh, meskipun 

Kementerian Kesehatan memiliki Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang 

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan 

dengan Industri Tembakau di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan 

menghadiri dan memberikan pidato pada acara 

yang disponsori oleh industri tembakau. 

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan memberikan penghargaan 

Program Penilaian Kinerja Industri Hijau 

(PROPER) kepada PT HM Sampoerna atas 

upayanya memastikan keberlanjutan 

lingkungan, yang menciptakan citra positif bagi 

perusahaan tersebut. 

Pemerintah juga menerima, mendukung, dan menjalin kemitraan dengan industri tembakau. Pada 

tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM bekerja sama dengan PT HM Sampoerna untuk 

mempromosikan program Online Single Submission (OSS) bagi usaha kecil dan menengah di 

Indonesia dengan melakukan roadshow ke berbagai kota. Kolaborasi ini didukung oleh Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Menteri Badan Usaha Milik Negara. 
 

5   Transparansi  

     (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 11-12) 
 

Pemerintah tidak memiliki mekanisme baku untuk mengungkapkan informasi tentang 
pertemuan/interaksi dengan industri tembakau ataupun hasilnya kepada publik, meskipun dalam 

interaksi formal, nama peserta pertemuan biasanya dicatat dalam daftar kehadiran dan notulen 

rapat. Pemerintah juga tidak mengharuskan industri melaporkan atau mendaftarkan program 

atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan industri tembakau.  
 

6   Konflik Kepentingan 
     (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 13-15) 

 Dikarenakan adanya peraturan ketat yang melarang pegawai negeri aktif bekerja di luar lembaga 

pemerintah, saat ini tidak ada pejabat pemerintah aktif yang bekerja di industri tembakau. 

Spanduk bertuliskan Sampoerna dan Kementerian Investasi 

dipasang di sepanjang jalan untuk mempromosikan program 

Online Single Submission (OSS). 
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Namun, pada tahun 2021, setidaknya ada dua mantan pejabat pemerintah dari Kementerian 

Perindustrian yang menduduki posisi penting di asosiasi industri yang terkait dengan industri 
tembakau. 
 

7   Upaya Pencegahan 

     (Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 16-20) 

 
Pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan khusus mengenai pencatatan interaksi dengan 
industri tembakau. Pemerintah (melalui Bea Cukai) mewajibkan industri memberikan laporan 

mengenai volume produksi untuk tujuan perhitungan cukai. Selain itu, pemerintah tidak memiliki 

program yang konsisten untuk membangun kesadaran publik mengenai pedoman implementasi 

Konvensi Kerangka Kerja tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC). 

Saat ini, hanya Kementerian Kesehatan yang memiliki aturan penanganan benturan kepentingan 
dengan industri tembakau untuk melindungi kebijakan kesehatan masyarakat, yaitu Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan 

Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 

 
Rekomendasi 

● Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi campur tangan industri 

tembakau dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melarang 

donasi dari industri tembakau, melarang perwakilan industri tembakau untuk menjadi pemangku 

kepentingan dalam pembuatan kebijakan, dan membatasi akses industri tembakau kepada para 

pengambil kebijakan. Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang kuat. 

● Pemerintah juga perlu menekankan adanya transparansi dalam kegiatan-kegiatan lobi yang dilakukan 

industri tembakau dan memastikan pengambil kebijakan tidak terlalu terpengaruh oleh kegiatan 

tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi kode etik yang mengatur 

interaksi dengan industri tembakau dan kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka. 

● Perlakuan istimewa yang diberikan kepada industri tembakau harus dihitung kembali dengan 

mempertimbangkan kerugian ekonomi terkait kesehatan masyarakat dan upaya pemerintah dalam 

membangun sumber daya manusia unggul. 
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INDONESIA 

Indeks Gangguan Industri Tembakau 2023 

Hasil dan Temuan 
 

 0 1 2 3 4 5 
 

Indikator 1: Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan 
1. Pemerintahii menerima, mendukung, atau memberikan persetujuan 

terhadap tawaran bantuan oleh industri tembakau, atau berkolaborasi 

dengan industri tembakau atau entitas/individu yang bekerja untuk 

kepentingan industriiii dalam menetapkan atau melaksanakan kebijakan 

kesehatan masyarakat terkait pengendalian tembakauiv. (Rec 3.4) 

     5 

- Rencana untuk menyusun peta jalan industri tembakau oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian berdasarkan proposal dari INDEF pada tahun 20191 dilanjutkan pembahasannya 

pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Peta jalan industri tembakau yang sedang disusun di gadang-

gadang sebagai solusi dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan. 

Proposal ini didukung oleh beberapa kementerian di Indonesia, seperti Kementerian Pertanian, 
Kementerian Perindustrian,2 serta lembaga legislatif seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR)3,4,5 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).6 Saat ini, rancangan yang disebut sebagai 

Peta Jalan Pengelolaan ‘Produk Hasil Tembakau’ direncanakan akan dikeluarkan dalam bentuk 

Peraturan Presiden.7 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk segera 

menyelesaikan peta jalan tersebut pada awal tahun 2024 atau sebelum penyebarluasan Kerangka 

Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.8,9 

- Rencana Kementerian Kesehatan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012 

tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi 

Kesehatan menghadapi tantangan dari berbagai pihak,10,11,12 termasuk dari dalam pemerintah 

seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,13,14 Kementerian Pertanian,15 

Kementerian Perindustrian,16,17 Kementerian Hukum dan HAM,18,19 anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR),20,21,22,23,24,25 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),26 serta Bupati Jombang27, 
Pamekasan, dan Temanggung.28 Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, akan memastikan bahwa kepentingan industri tembakau dipertimbangkan dalam 

proses revisi PP No. 109/2012. Kementerian Hukum dan HAM berharap agar Kementerian 

Kesehatan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para pelaku industri, dalam 

merumuskan kebijakan.29,30 

2. Pemerintah menerima, mendukung, dan memberikan persetujuan 

terhadap kebijakan atau peraturan yang disusun oleh dan atau 
berkolaborasi dengan industri tembakau. (Rec 3.4) 

     5 

- Dengan klaim memiliki risiko lebih rendah, industri tembakau mendorong adanya regulasi khusus 

untuk rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan.31 Pada bulan Juni 2021, Menteri 

Investasi mengirim surat resmi kepada PT HM Sampoerna, menyatakan bahwa kementeriannya 
mendukung investasi Sampoerna dalam membangun pabrik produk tembakau yang dipanaskan di 

Indonesia. Terdapat tiga poin lain dalam surat tersebut, di mana Kementerian Investasi akan 

mendukung implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tembakau yang 

dipanaskan, mendukung pengecualian dalam implementasi peringatan kesehatan bergambar untuk 

produk tembakau yang dipanaskan, serta memberlakukan tarif cukai yang lebih rendah. Dukungan 

 
ii Istilah “pemerintah” mengacu pada pejabat publik mana pun, baik yang bertindak dalam lingkup wewenangnya maupun 

tidak, selama mereka terselubung dalam wewenang tersebut atau bergantung pada pihak lain yang mempunyai wewenang 

tersebut. 
iii Istilah “industri tembakau” mencakup pihak-pihak yang mewakili kepentingan mereka atau bekerja untuk memajukan 

kepentingan mereka, termasuk industri tembakau milik negara. 
iv Istilah “penawaran bantuan” dapat berupa perancangan undang-undang, masukan teknis, rekomendasi, atau pun studi 

banding pengawasan. 



8 | Laporan Indeks Gangguan Industri Tembakau di Indonesia 2023 
 

 0 1 2 3 4 5 

terhadap pengembangan regulasi khusus untuk produk tembakau baru tidak hanya berasal dari 
Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian, tetapi juga didukung oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian32,33 dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan 

mendukung penelitian terkait produk tembakau baru.34 

3. Pemerintah mengizinkan/mengundang industri tembakau untuk duduk 

dalam komite/kelompok penasihat antar lembaga/sektor yang 

menetapkan kebijakan kesehatan masyarakat. (Rec 4.8) 

     5 

Tidak ada instrumen hukum yang melarang partisipasi industri tembakau dalam pembentukan 

kebijakan. Pertemuan antara pejabat pemerintah dan industri tembakau dalam proses pembuatan 

kebijakan dianggap normal. Sebagai contoh, pada tahun 2021, beberapa kantor bea cukai bekerja 
sama dengan industri, termasuk PT. HM Sampoerna untuk mempromosikan dan menjaga 

pertumbuhan ekonomi. Inisiatif ini dilakukan dalam program yang disebut program CVC 

(Customs Visit Customer).35,36 

CATATAN: Indonesia memiliki undang-undang yang memungkinkan keterlibatan individu atau 

organisasi yang terkait dengan regulasi yang sedang dibahas.  

1. Pasal 96 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

berbunyi:  

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi 

dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan atau kelompok 

orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan. 

 

2. Pasal 5(4) UU No. 39/2007 tentang Cukai menetapkan: 

“Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam 

mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi 

industri dan ASPIRASI pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.” 

Pemerintah akan mengundang dan menerima masukan dari industri tembakau saat forum rapat 

dengar pendapat atau pembuatan kebijakan. 

4. Pemerintah menominasikan atau mengizinkan perwakilan dari industri 
tembakau (termasuk industri tembakau milik negara) atau anak 

perusahaannya dalam delegasi ke Conference of The Parties (COP) 

atau menerima dukungan dari industri untuk menjadi delegasi (misalnya 

COP 4 & 5, INB 4 5, WG).v (Rec 4.9 & 8.3) 
Untuk tahun non-COP, samakan skor seperti tahun sebelumnya. Untuk 

negara non-anggota FCTC, berikan nilai ‘0'. 

0      

Indikator ini tidak berlaku karena Indonesia bukan negara anggota WHO FCTC. 

Indikator 2: Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Industri 
5. A. Lembaga pemerintah atau pejabatnya memberikan persetujuan, 

mendukung, menjalin kemitraan dengan, atau berpartisipasi dalam 

kegiatan industri tembakau yang digambarkan sebagai kegiatan 

“tanggung jawab sosial” (CSR) perusahaan atau program 

     5 

 
v Daftar lampiran sejak tahun 2009 agar responden dapat menghitung frekuensinya,  http://www.who.int/fctc/cop/en/  

http://www.who.int/fctc/cop/en/
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“berkelanjutan”. Sebagai contoh, program-program terkait lingkungan. 
(Rec 6.2) 

  

B. Pemerintah (lembaga dan pejabatnya) menerima sumbangan CSRvi 

(berupa uang atau bentuk lainnya, termasuk sumbangan CSR) dari 
industri tembakau atau mereka yang bekerja untuk kepentingan industri 

tembakau. (Rec 6.4) 

 

CATATAN: Kegiatan penegakan hukum tidak termasuk karena hal tersebut 

dibahas dalam pertanyaan lain 

5.A 

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengapresiasi dukungan dari PT 
Sukun dan PT Djarum dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus untuk mengurangi 

jumlah kasus COVID-19. Apresiasi ini disampaikan oleh Menteri saat memimpin rapat 

koordinasi melalui konferensi video dengan pejabat pemerintah daerah.37 

2. Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) bersama dengan Aliansi Pengusaha Penghantar 

Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO) melaksanakan program vaksinasi COVID-19 
tahap pertama untuk 400 pekerja di industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Acara 

ini diresmikan oleh Direktur Fasilitas Teknis dan Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai, 

Kementerian Keuangan.38 

3. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang bekerja sama dengan PT Trubus Alami 
(perusahaan tembakau lokal) mengadakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kondisi 

kerja layak bagi penyandang disabilitas.39 

4. PT Nojorono Tobacco International bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kudus di Jawa 

Tengah melaksanakan vaksinasi untuk karyawan perusahaan dan warga desa di sekitar pabrik. 

Nojorono menyediakan fasilitas vaksinasi dan melibatkan ribuan pekerjanya untuk 

mendapatkan vaksin.40 

5. Perusahaan rokok Sukun mengadakan acara Safari Ramadan di Pendopo Rumah Dinas Bupati 

Blora. Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Ketua Dewan MUI Kabupaten Blora. Seratus anak 

yatim dari berbagai daerah diundang sebagai penerima donasi.41 

6. PT Nojorono Tobacco International mengadakan kegiatan penanaman benih Tabebuya di 
Bendungan Logung, Kudus, Jawa Tengah dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. 

Kegiatan penanaman benih tersebut dihadiri oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, 

dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus.42 

5.B 

1. KT&G, perusahaan produk tembakau asal Korea Selatan berpartisipasi dalam acara serah 

terima sumbangan peralatan medis di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 

tanggal 15 Oktober 2021. Dalam acara tersebut, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian 

Kesehatan mengungkapkan rasa terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Perusahaan-

perusahaan Korea Selatan lain yang turut berpartisipasi juga memberikan pidato mereka dan 

menerima sertifikat penghargaan dari Kementerian Kesehatan.43,44 

2. Djarum Foundation mendonasikan 1.000 unit alat konsentrator oksigen melalui Kementerian 

Perindustrian untuk beberapa rumah sakit di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Donasi ini secara simbolis diserahkan oleh Wakil Direktur Program Pelayanan Sosial Djarum 
Foundation kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro di Kementerian 

Perindustrian di Semarang dan dihadiri oleh Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan 

Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian.45 

 
vi Kontribusi untuk bidang politik, keuangan sosial, pendidikan, komunitas, keahlian teknis atau pelatihan untuk melawan 

penyelundupan atau bentuk kontribusi lainnya. 
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3. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerima 3.000 kit tes antigen cepat dari PT HM 
Sampoerna. Sponsorship ini secara simbolis diserahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan di halaman kantor Dinas Pendidikan.46 

Indikator 3: Manfaat bagi Industri Tembakau 
6. Pemerintah mengakomodasi permintaan dari industri tembakau untuk 

waktu pelaksanaan yang lebih lama atau penundaan pelaksanaan 

peraturan terkait pengendalian tembakau (tenggat waktu penerapan 
aturan peringatan kesehatan bergambar umumnya diberikan selama 180 

hari, dan penerapan kenaikan cukai dapat dilaksanakan dalam waktu 1 

bulan). (Rec 7.1)  

     5 

A. Tingkat nasional (keterlibatan kementerian) 

1. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan stimulus non–fiskal berupa 

penundaan pembayaran cukai selama maksimum 90 hari kepada industri tembakau pada 

tahun 2021 dan 2022.47,48 Ini merupakan tindakan responsif dari pemerintah dalam 
menindaklanjuti aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau terkait permohonan 

pemberian relaksasi pembayaran cukai.49,50 Keputusan ini didukung oleh Bupati Jombang dan 

dianggap dapat menjaga keberlanjutan industri tembakau yang termasuk dalam industri padat 

karya.51 Sebelumnya, pada tahun 2020, pemerintah juga memberikan relaksasi serupa.   

2. Revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung 
Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau untuk Kesehatan, yang diinisiasi sejak tahun 

2018, belum selesai hingga saat ini. Lamanya proses penyelesaian revisi peraturan ini 

disebabkan oleh tekanan kuat dari industri terhadap pemerintah.52,53 

3. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengundang 22 

perwakilan dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan Peraturan Daerah terkait Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing kota/kabupaten. Dalam surat undangan disebutkan 

bahwa peraturan KTR di 22 kota/kabupaten tersebut terindikasi tidak sesuai dengan undang-

undang dan peraturan di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri mengundang 

perwakilan dari Sampoerna sebagai salah satu narasumber dalam pertemuan tersebut. 

4. Penolakan terhadap kenaikan cukai cukup intens pada tahun 2021 dan 2022. Penolakan ini 

berasal dari berbagai perwakilan lembaga negara seperti Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian,54,55 Kementerian Perindustrian,56,57 Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR),58 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),59,60,61 anggota Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD),62 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur,63 dan Bupati 

Temanggung.64 Dalam pertemuan dengan Kementerian Keuangan, anggota DPR meminta 

kenaikan cukai rokok maksimum sebesar 7% (rata-rata) dan untuk cukai rokok SKT 

kenaikan maksimum 2%.65,66 Penolakan terhadap kenaikan cukai dari anggota DPR juga 

ditujukan untuk produk rokok elektronik.67  

B. Tingkat provinsi 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat 

ini sedang mengembangkan rancangan peraturan daerah tentang pertembakauan untuk 
mendukung industri tembakau di provinsi tersebut.68,69 Sementara itu, di kota lain seperti 

Padang, anggota komisi Badan Anggaran dan Keuangan (Banggar) DPRD Kota Padang 

menolak implementasi larangan iklan dan promosi rokok dalam Peraturan Daerah Kota 

Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) karena iklan rokok dianggap dapat 

menambah pendapatan daerah.70 Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang akan melarang iklan rokok juga terjadi di Jakarta, 

Bandung, dan Yogyakarta.71,72,73 

7. Pemerintah memberikan hak istimewa, insentif, pembebasan 

pajak/cukai, atau manfaat khusus kepada industri tembakau. (Rec 7.3) 
     5 
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A. Tingkat nasional (keterlibatan kementerian) 

1. Setelah berhasil meluncurkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tembakau 

yang dipanaskan (PTD),74,75 Kementerian Perindustrian memberikan dukungan penuh dan 

bantuan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menerbitkan regulasi SNI untuk 

rokok elektronik.76,77  

2. Kementerian Keuangan memutuskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

(DBHCHT) dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membeli mesin 

produksi rokok baru yang akan ditempatkan di Kawasan Industri Hasil Tembakau Kecil 

(KIHT).78 DBHCT juga digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Temanggung untuk memberikan pelatihan pembuatan cerutu79 dan oleh Kabupaten Sinjai 

untuk membangun rumah produksi tembakau terpadu. 

3. Kementerian Pertanian mengusulkan asuransi untuk petani tembakau, dengan pendanaan 

diambil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).80 

4. Kementerian Luar Negeri berencana untuk membantu memfasilitasi kerja sama antara 

industri cerutu di Jember dengan Kuba.81 Menurut Direktur Amerika II, Kementerian Luar 
Negeri, "Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi berbagai persiapan dan pelaksanaan 

kerja sama tersebut," dan kerja sama ini juga akan diperluas ke negara-negara lain. 

5. Sistem tarif cukai berjenjang (tiers) memberikan manfaat bagi industri rokok, di mana pada 

tahun 2022, PT. HM Sampoerna mampu menjual rokok merek Marlboro dengan harga yang 
sangat rendah karena rokok tersebut dikategorikan sebagai Rokok Kelembak Menyan 

(KLM). Menyadari celah ini, pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Menteri Keuangan dan 

menerapkan tarif pajak yang berbeda untuk rokok KLM dengan kapasitas produksi lebih dari 

4 juta batang per bulan menjadi KLM Grup I atau dikenai cukai sebesar Rp 440 per batang. 

Sementara itu, rokok KLM yang diproduksi oleh pabrik dengan kapasitas produksi kurang 
dari 4 juta batang per bulan diklasifikasikan sebagai KLM Grup II (tarif sebesar Rp 25 per 

batang). Namun, potensi kerugian cukai telah terjadi. Kebijakan baru dari Kementerian 

Keuangan tidak mengatur kewenangan untuk mengumpulkan selisih cukai dari rokok KLM 

yang telah diproduksi sebelumnya oleh perusahaan rokok besar.82,83 

B. Tingkat provinsi 

1. Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pertembakauan tahun 2022-2024. Salah 

satu target yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah peningkatan produksi tembakau di 

Jawa Timur serta perlindungan bagi petani tembakau, buruh tembakau, dan pekerja pabrik 
rokok melalui pemberian bantuan langsung tunai, jaminan perlindungan produk tembakau, 

subsidi harga tembakau, bantuan modal usaha, penyediaan bibit/benih/pupuk dan/atau 

fasilitas produksi dan infrastruktur.84,85 

2. Gubernur Jawa Tengah mendorong pemerintah pusat untuk mendirikan Pusat Tembakau 
dan mengundang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membangun Pusat Riset 

Tembakau.86,87 

3. Bupati Jepara memberikan jaminan kemudahan kepada pengusaha rokok ilegal di Kabupaten 

Jepara, Jawa Tengah untuk mendapatkan izin.88  

Indikator 4: Interaksi yang Tidak Perlu 

8. Para pejabat tingkat tinggi pemerintah (seperti Presiden/Perdana 

Menteri atau Menterivii) bertemu/membangun hubungan dengan industri 
tembakau, seperti menghadiri acara sosial dan acara lain yang 

disponsori atau diadakan oleh industri tembakau atau pihak yang 

bekerja untuk kepentingan industri tembakau. (Rec 2.1) 

     5 

 
vii Termasuk anggota keluarga dekat para pejabat tinggi. 
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- Pada bulan September 2022, beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menjadi 

pembicara pada acara Indonesia Millennial & Gen-Z Summit yang diselenggarakan oleh IDN 

Media. Meskipun acara tersebut disponsori oleh salah satu program yang terafiliasi dengan 
industri rokok (SUPERLIVE) dan terdapat promosi produk Djarum Super, Menteri Kesehatan 

tetap menghadiri dan memberikan pidato dalam acara tersebut.89 

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memberikan pidato secara daring pada peresmian 

Pabrik IQOS pada tanggal 12 Januari 2023 di Karawang, Jawa Barat. Upacara peresmian 

tersebut disaksikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan 

Standardisasi Nasional (BSN), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan 

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Industri. Kepala BRIN dalam sambutannya 
menyatakan apresiasinya kepada Sampoerna atas investasi dan inovasi yang dilakukan di 

Indonesia.90,91 Selain dari Pemerintah Pusat, apresiasi atas pembangunan Pabrik IQOS juga 

datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendirian Pabrik IQOS dianggap telah memberikan 

kontribusi signifikan terhadap nilai investasi di Provinsi Jawa Barat.92 

- Menteri Perdagangan mengunjungi gudang produksi rokok PT Sukun Wartono Indonesia di 

Kudus dan berjanji untuk membantu produsen rokok tersebut dalam mengekspor produknya.93 

- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung penguatan merek dan ekspansi 

pasar untuk cerutu khas Gayo selama kunjungannya ke Lokakarya Cerutu Gunung Gayo di 

Takengon, Aceh Tengah.94 

- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meresmikan fasilitas 

produksi rokok elektronik milik perusahaan Tiongkok, PT Smoore Technology Indonesia di 

Malang.95 

- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengapresiasi upaya dari perusahaan 

rokok Sukun dalam penanganan pencegahan COVID-19 di perusahaannya.96 

- PT. HM Sampoerna menerima penghargaan Program Penilaian Kinerja Industri Hijau (PROPER) 

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2021. 

Sampoerna dianggap berhasil dalam menjalankan program keberlanjutan lingkungan di lokasi 

produksinya.97 

9. Pemerintah menerima atau ditawari bantuan dari industri tembakau 

dalam hal penegakan hukum, seperti melakukan razia terhadap 

penyelundupan produk tembakau, bantuan penerapan kawasan tanpa 

rokok, atau larangan penjualan kepada anak di bawah umur (termasuk 
kontribusi finansial untuk kegiatan-kegiatan tersebut). (Rec 4.3)  

     5 

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung program yang dilakukan oleh industri 

rokok dalam mencegah perokok di bawah umur.98,99,100  

10. Pemerintah menerima, mendukung, menyetujui, atau melakukan 
kemitraan atau perjanjian tidak mengikat dengan industri tembakau atau 

entitas lain yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau. (Rec 3.1)  

CATATAN: Bagian ini tidak termasuk kegiatan CSR, kegiatan penegakan 

hukum, atau pengembangan kebijakan pengendalian tembakau karena 
bagian tersebut sudah dibahas dalam pertanyaan sebelumnya. 

     5 

A. Tingkat nasional (keterlibatan kementerian) 

1. Pada tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM bekerja sama dengan PT HM Sampoerna 
untuk memastikan kesuksesan program Online Single Submission (OSS) bagi usaha kecil dan 

menengah di Indonesia. Mereka melakukan roadshow ke beberapa kota untuk 

mempromosikan program tersebut. Kolaborasi ini juga didukung oleh Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah serta Menteri Badan Usaha Milik Negara.101,102 
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2. Kementerian Investasi/BKPM bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(KADIN) pada kegiatan Paviliun Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) 2023 yang 

diadakan di Hotel Morosani Schweizerhof di Swiss. Sebagai bagian dari partisipasi Indonesia 

dalam WEF 2023, BKPM juga menyelenggarakan Indonesia Night dan mengundang Djarum 

Foundation untuk berpartisipasi dan menampilkan berbagai seniman dari Indonesia.103 

3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan 

Kementerian Pertanian mendukung dan mengapresiasi program kemitraan petani tembakau 

yang dilakukan oleh PT. HM Sampoerna.104,105 

B. Tingkat provinsi 

1. Wakil Gubernur Bali menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap pengembangan pabrik 
PT Mitra Prodin di Jembrana. PT Mitra Prodin merupakan produsen kertas rokok dari 

Bali.106 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mendorong Pemerintah 

Kabupaten Kudus untuk berkolaborasi dengan perusahaan rokok dalam membangun 

infrastruktur.107 Selain itu, Bupati Kudus juga mendorong generasi muda untuk belajar 
tentang inovasi rokok kretek dan meminta guru sejarah untuk menyertakan kunjungan ke 

museum kretek dalam kurikulum sekolah.108 Instruksi dari Bupati untuk mempromosikan 

kretek diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus dengan menyelenggarakan Expo 

"Kretek Pulang ke Rumah" di museum kretek bekerja sama dengan Ekonomi Kreatif (Ekraf) 
Kudus dan Republik Tjangklong Akar Rumput (RTAR), organisasi masyarakat pecinta 

tembakau tradisional.109 

3. Wakil Bupati Temanggung menghadiri dan mengapresiasi workshop yang diselenggarakan 

oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung. Ia berharap agar APTI 

Temanggung dengan manajemen baru dapat menjadi jembatan bagi petani tembakau agar 
lebih sejahtera.110 Selain itu, Bupati Temanggung juga bertemu dengan manajemen Gudang 

Garam di Kediri untuk membahas kerjasama agar tembakau dari petani di Temanggung dapat 

dibeli dengan harga tinggi.111 

4. Musyawarah Daerah III DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur 
dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang, serta perwakilan dari Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Jawa Timur.112 

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan 

Kabupaten Situbondo menyelenggarakan Festival Kopi dan Tembakau yang berlangsung di 

Alun-Alun Kota Situbondo. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan produk kopi dan 

tembakau Situbondo baik secara nasional maupun internasional.113 

6. Pemerintah Kota Bontang berencana merevisi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa 

Rokok yang saat ini melarang iklan rokok. Upaya untuk mencabut larangan iklan rokok 

mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok yang percaya bahwa aturan larangan iklan 

rokok telah menghambat kreativitas generasi muda di Bontang.114,115 

7. Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan pertemuan koordinasi dengan pengusaha, 

perwakilan perusahaan rokok, petani tembakau, dan akademisi menjelang musim tanam 

2021. Bupati Jember berharap bahwa keberhasilan yang sebelumnya dicapai oleh Kabupaten 

Jember dalam pengembangan industri tembakau dapat kembali diraih.116 Selain itu, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember mendukung permintaan petani 

tembakau untuk menolak perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia.117 

8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai berpartisipasi dalam Pameran 

Tembakau Sulawesi Selatan di kota Makassar yang diselenggarakan oleh Komunitas Pecinta 

Tembakau Sulawesi Selatan.118 
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Indikator 5: Transparansi 
11. Pemerintah tidak secara terbuka mengungkapkan pertemuan/interaksi 

dengan industri tembakau dalam kasus-kasus di mana interaksi tersebut 

sangat diperlukan untuk regulasi. (Rec 2.2) 

     5 

Tidak ada mekanisme standar bagi pemerintah untuk secara terbuka mengungkapkan informasi 

mengenai pertemuan/interaksi dengan industri tembakau atau hasil dari interaksi tersebut. 

12. Pemerintah mewajibkan adanya aturan untuk pengungkapan atau 

pendaftaran entitas industri tembakau, organisasi yang terafiliasi, dan 

individu yang bertindak atas nama mereka, termasuk pelobi. (Rec 5.3) 

     5 

Pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan khusus yang mengharuskan industri tembakau 

untuk melaporkan atau mendaftarkan anggota atau lembaga yang terafiliasi dengan industri 

tembakau. 

Dalam interaksi formal, nama-nama peserta dalam setiap pertemuan dicatat dalam daftar hadir 

dan notulen pertemuan. Daftar hadir dan notulen tersebut tidak tersedia untuk umum. 

Indikator 6: Konflik Kepentingan 
13. Pemerintah tidak melarang sumbangan dari industri tembakau atau 

entitas lain yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau kepada 

partai politik, kandidat, atau kampanye politik, atau mengharuskan 

pengungkapan penuh mengenai sumbangan tersebut. (Rec 4.11)  

     5 

Pejabat pemerintah yang terlibat dalam kampanye partai politik wajib mengundurkan diri; namun, 

tidak ada kebijakan yang melarang sumbangan dari berbagai sumber termasuk industri tembakau 

untuk kampanye politik. 

14. Pejabat pemerintah yang telah pensiun menjadi bagian dari industri 
tembakau (mantan Perdana Menteri, Menteri, Jaksa Agung). (Rec 4.4) 

    4  

Terdapat dua kejadian pada tahun 2021: 

- Benny Wahyudi, Mantan Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian ditunjuk 

sebagai Ketua Gaprindo (Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia).119 

- Willem Petrus Riwu, Mantan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, 

Kementerian Perindustrian kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal GAPPRI (Gabungan 

Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia).120 

15. Pejabat pemerintah aktif dan kerabatnya memegang posisi dalam bisnis 

tembakau termasuk posisi konsultan. (Rec 4.5, 4.8, 4.10)  
0      

Tidak ada pejabat pemerintah aktif yang bekerja di industri tembakau, termasuk posisi konsultan. 

Terdapat regulasi ketat yang melarang pegawai negeri aktif bekerja di luar pemerintahan, seperti 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No. 37/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan. 

Indikator 7: Upaya Pencegahan  
16. Pemerintah telah menetapkan prosedur untuk mengungkapkan 

catatan/rekaman interaksi (seperti agenda, peserta, notulen, dan hasil) 

dengan industri tembakau dan perwakilannya. (Rec 5.1) 

     5 

Tidak ada kebijakan khusus mengenai pencatatan interaksi dengan industri tembakau. Biasanya, 

rapat formal dicatat dalam bentuk notulen rapat; tidak ada perbedaan antara industri tembakau 

dan industri lainnya, industri tembakau dianggap sebagai industri normal dan diperlakukan sama 

dengan industri normal lainnya. 
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17. Pemerintah telah merumuskan, mengadopsi, dan menerapkan kode etik 
untuk pejabat publik yang mengatur standar yang harus dipatuhi dalam 

berhubungan dengan industri tembakau. (Rec 4.2);  

1 jika ada kode etik untuk seluruh Lembaga pemerintah; 2 jika ada, namun 

hanya sebagian (hanya ada di Kementerian Kesehatan) 

  2    

Pemerintah Indonesia memiliki kode etik umum untuk semua pejabat publik dalam berinteraksi 

dengan pihak di luar pemerintahan, tetapi tidak secara khusus ditujukan untuk industri tembakau. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37/2012 
tentang "Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan" adalah kode etik yang berlaku 

secara umum bagi pejabat dan aparatur negara dalam berinteraksi dengan semua lembaga atau 

perusahaan di luar sektor pemerintahan. Regulasi ini menjadi acuan bagi Kementerian Kesehatan 

untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi yang secara khusus menjadi kode etik untuk 
menghindari benturan kepentingan dengan industri tembakau. Peraturan Menteri Kesehatan No. 

50/2016 tentang "Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan" diperluas untuk mencakup ketentuan-ketentuan yang 

berlaku secara eksklusif bagi industri tembakau yang berbahaya. 

18. Pemerintah mewajibkan industri tembakau untuk secara berkala 

mengirimkan informasi tentang produksi tembakau, manufaktur, pangsa 

pasar, pengeluaran pemasaran, pendapatan, dan aktivitas lainnya, 
termasuk lobi, filantropi, kontribusi politik, dan semua aktivitas lainnya. 

(5.2) 

  2    

Hanya beberapa lembaga pemerintah atau kementerian yang meminta industri tembakau untuk 

menyampaikan laporan, misalnya laporan terkait volume produksi kepada Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai untuk perhitungan cukai tahunan. 

Informasi lain seperti jumlah karyawan, luas lahan, produksi daun tembakau, impor, ekspor, 

pangsa pasar, dan lain-lain dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Tidak ada kewajiban untuk 

melaporkan kegiatan lain seperti pengeluaran iklan, promosi, dan sponsor. 

19. Pemerintah memiliki program/sistem/rencana untuk secara konsistenviii 
meningkatkan kesadaran di dalam lembaga pemerintah atau 

kementerian mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Pedoman Pasal 

5.3 FCTC. (Rec 1.1, 1.2) 

     5 

Meskipun aksesi WHO FCTC merupakan topik advokasi yang sering dirujuk, namun belum ada 

program di pemerintah yang secara konsisten membangun kesadaran tentang pasal-pasal WHO 

FCTC atau pedoman implementasinya. 

20. Pemerintah telah mempunyai kebijakan yang melarang penerimaan 

segala bentuk sumbangan/hadiah dari industri tembakau (uang atau 

lainnya) termasuk tawaran bantuan, rancangan kebijakan, atau undangan 
kunjungan studi yang diberikan atau ditawarkan kepada pemerintah, 

lembaga pemerintah, pejabat dan kerabatnya. (3.4) 

  2    

Hanya Kementerian Kesehatan yang memiliki kebijakan untuk mencegah pejabat dan aparatur 
sipil negara di wilayah administrasi Kementerian Kesehatan dari campur tangan industri 

tembakau. Peraturan Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan 

Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1599) berlaku khusus untuk industri tembakau yang 
mempunyai karakteristik khusus dan merugikan kesehatan. Peraturan yang diundangkan pada 

 
viii Dalam konteks pertanyaan ini, "secara konsisten" berarti: a. Setiap kali FCTC dibahas, dijelaskan tentang 5.3. DAN b. 

Setiap kali kesempatan muncul, seperti ketika campur tangan industri tembakau ditemukan atau dilaporkan. 
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tanggal 26 Oktober 2016 tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri 

PAN dan RB No. 37/2012. 

SKOR TOTAL 80 

 

Sebagai negara non-anggota WHO FCTC, pertanyaan 4 tidak berlaku untuk Indonesia. Sehingga jumlah 

skor 80 setelah disesuaikan dan dihitung kembali (80 ÷ 95 x 100) skor akhirnya menjadi 84. 
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Lampiran: Sumber Informasi  
 
Sumber Data 

Pemantauan harian media (cetak dan daring) dari eBdesk antara tanggal 1 April 2021 hingga 31 Maret 

2023. Sumber informasi tambahan digunakan untuk klarifikasi ketika dibutuhkan: 

 
 INDUSTRI 

TEMBAKAU 

PANGSA 

PASAR 
MEREK SUMBER/URL 

1 PT HM Sampoerna/PMI 32.4% A Mild, Marlboro etc. http://www.sampoerna.com/id_id/

pages/homepage.aspx 

2 Gudang Garam 31.8% GG Filter, GG Surya etc. http://www.gudanggaramtbk.com/ 

3 Djarum  17.5% Djarum Super, LA etc. https://www.djarum.com/ 

4 Bentoel Group/BAT 7.9% Dunhill, Lucky Strike etc. http://www.bentoelgroup.com/ 

 
 MEDIA/SURAT KABAR UTAMA URL 

1 detik.com  https://www.detik.com/ 

2 Kompas https://www.kompas.com/ 

3 tribunnews.com https://www.tribunnews.com/ 

4 suara.com https://www.suara.com/ 

5 Tempo https://www.tempo.co/ 

6 Kontan https://www.kontan.co.id/ 

7 Antara https://www.antaranews.com/ 

8 Media Indonesia https://mediaindonesia.com/ 

9 Republika https://www.republika.co.id/ 

10 akurat.co  https://akurat.co/ 

11 merdeka.com https://www.merdeka.com/ 

12 industry.co.id https://www.industry.co.id/ 

13 ddtc.co.id https://ddtc.co.id/ 

14 bisnis.com https://bisnis.com/ 

15 wartaekonomi.co.id https://wartaekonomi.co.id/ 

 

 
 

FRONT GROUPS 

INDUSTRI TEMBAKAU 

JENIS 

 (FRONT GROUP, 

KELOMPOK LOBI, 

INDIVIDU) 

SUMBER/URL 

1 Sampoerna Foundation  Afiliasi Industri http://www.sampoernafoundation.org/  

2 Djarum Foundation Afiliasi Industri http://www.djarumfoundation.org/ 

3 AMTI Front Group http://amti.id/ 

4 APTI Front Group http://petanitembakau.blogspot.co.id/ 

5 GAPPRI Afiliasi/Asosiasi Industri  

6 APVI Afiliasi/Asosiasi Industri https://apvi.id/ 

7 Komunitas Kretek Front Group http://komunitaskretek.or.id/ 

 
 

  

http://www.sampoerna.com/id_id/pages/homepage.aspx
http://www.sampoerna.com/id_id/pages/homepage.aspx
http://www.gudanggaramtbk.com/
https://www.djarum.com/
http://www.bentoelgroup.com/
http://www.sampoernafoundation.org/
http://www.djarumfoundation.org/
http://amti.id/
http://petanitembakau.blogspot.co.id/
http://komunitaskretek.or.id/


24 | Laporan Indeks Gangguan Industri Tembakau di Indonesia 2023 
 

  



 



 


